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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor  0049/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

الرحيم    الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam  persidangan majelis hakim  tingkat pertama telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak  antara:

Pemohon umur   51  tahun,  agama  Islam,  pendidikan   SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di  , Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat,

sebagai " Pemohon", Pemohon;

melawan

 Termohon umur  52tahun,  agama Islam, pendidikan  SMP,  pekerjaan  Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di   ,  Kota  Tangerang  Selatan,

Propinsi banten, sebagai " Termohon"; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;  

Telah memeriksa alat-alat bukti;  

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Pemohon dalam  surat  permohonannya tertanggal

03  Januari  2017  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tigaraksa, Nomor:  0049/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan

cerai talak terhadap  Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

 1. Bahwa  Pemohon  adalah  suami  sah  dari  Termohon  yang  telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 25-10-1990, dihadapan Pejabat

Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama ,   Sebagaimana Terbukti  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor: ,- Tanggal 25-10-1990;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga

terakhir tinggal di Alamat Termohon di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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3.  Bahwa  selama  berumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri  dan telah dikaruniai  2

(dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:

      3.1. Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, Umur 25 Tahun;

       3.2. Anak II Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, Umur 24 Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,

namun kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh

hal-hal sebagai berikut: 

4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

4.2 Termohon terlalu pencemburu kepada Pemohon;

5. Bahwa  Puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  antara   Pemohon

dengan  Termohon tersebut  terjadi  kurang lebih pada bulan Mei  2015,

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak

ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon  sudah  sulit  untuk  dipertahankan  dan  sudah  tidak  lagi  dapat

dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin

dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah

tangga  dengan  Termohon  karena  tujuan  perkawinan  untuk  membina

rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud

lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  sangat  beralasan  apabila

gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Purwakarta,  kabupaten  Banyumas,  Propinsi  Jawa

Tengah.  maka  mohon  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Tigaraksa

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan  Nomor : 49 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs
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untuk  mengirimkan  salinan  putusan  kepada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Purwakarta,  kabupaten  Banyumas  untuk  dicatat

perceraiannya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Pemohon  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan

Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon   untuk  menjatuhkan  talak  terhadap

Termohon ;

3. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Tigaraksa  untuk

mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama ,  Kabupaten

Banyumas, Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal

Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-

adilnya.

Menimbang,  bahwa  dalam  Penetapan  Hari  Sidang,  tanggal   03

Januari  2017,  Ketua  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  telah

memerintahkan  Jurusita  Pengganti  untuk  memanggil  para  pihak  yang

berperkara untuk hadir menghadap dipersidangan;
  Menimbang, bahwa pada hari  persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon dan Termohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan

wakil  atau kuasanya yang sah untuk hadir  dipersidangan,  kemudian Ketua

Majelis  memeriksa  relaas  panggilan  Pemohon dan Termohon  ternyata  telah

disampaikan secara resmi dan patut;
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Menimbang,  persidangan oleh Ketua Majelis kemudian dinyatakan

ditunda  untuk  memberi  kesempatan  kepada  Pemohon  untuk  hadir

dipersidangan  dengan  memerintahkan  kepada  Jurusita  Pengganti untuk

memanggil kembali Pemohon; 
Menimbang,  bahwa pada persidangan berikutnya  Pemohon  tidak  hadir

lagi dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah

untuk  hadir  dipersidangan,  kemudian  Ketua  Majelis  memeriksa  relaas

panggilan Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;  
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  majelis  hakim  sepakat  akan

menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;
Menimbang,  bahwa  untuk  meringkas  uraian  putusan  ini  selanjutnya

ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
 PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan diatas;  
Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah, padahal telah  dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita 

pengganti untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah datang 

menghadap dimuka sidang, dan tidak ternyata ketidakdatangan Pemohon 

tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim 

berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya 

dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR.,  cukup alasan untuk 

menggugurkan permohonan Pemohon;
 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan

Pemerintan Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP),  maka Pemohon dibebankan untuk membayar  semua biaya perkara

sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

 Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

yang  berkaitan  dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon  Gugur ;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 651000,- ( enam ratus lima puluh satu ribu  rupiah);

Demikian diputuskan  pada hari  Kamis tanggal  13 April 2017 Masehi

bertepatan dengan tanggal  16 Rajab 1438  H., oleh Hakim Pengadilan Agama

Tigaraksa yang terdiri dari  Drs. Hasan Hariri sebagai  Ketua Majelis dan  Drs.

Jaenudin  serta   Drs.  H.A.  Syuyuti,  M.Sy.  sebagai  hakim-hakim  Anggota,

putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Agama tersebut  dengan  tanpa  dihadiri  Pemohon dan

Termohon;

    Hakim Anggota,                 Ketua Majelis

     Drs. Jaenudin                     Drs. Hasan Hariri

     Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

                            Panitera Pengganti,

                           Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran    Rp      30.000,00

2. Administrasi Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp    560.000,00

4. Redaksi Rp   5.000,00

5. Meterai Rp            6.000,00
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Jumlah Rp. 651.000  ( enam ratus lima puluh satu ribu  rupiah);
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